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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINJAI,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 141 huruf
e Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi ljin Usaha
Perikanan;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32
tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang
Pelayaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Karantina lkan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4197 );

10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4230);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
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Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5161);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

17.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010
Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

Menetapka : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI  TENTANG
n RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.
2.
3.
4.
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Daerah adalah Kabupaten Sinjai.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Sinjai.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Badan Legislatif Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Bupati dengan persetujuan bersama DPRD.

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Sinjai.

Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.

Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum
untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk mengangkut,
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan
komersial.

Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha
perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau
Badan Hukum Indonesia.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan.

Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang
yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
Penangkapan ikan adalah kegiaan yang bertujuan untuk memperoleh
ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat
atau cara apapun yang tidak dilarang termasuk menggunakan kapal
untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan ikan.

Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya
yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk untuk melakukan
survey atau eksplorasi perikanan.

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan
untuk menangkap ikan termasuk ~menampung, menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan.

Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan
untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan atau mengawetkan.

Usaha budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara atau
membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya.
Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk
memuat, mengangkut, menyimpan dan mendistribusikan ikan serta
hasil olahannya.
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Usaha pengolahan atau pengawetan ikan adalah kegiatan perlakuan
terhadap ikan dengan/tanpa bahan pengawet sehingga sifat fisik akhir
berbeda dari keadaan semula.

Surat ljin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin
tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan
usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi seperti
tercantum dalam ijin tersebut.

Surat ljin Penangkapan lkan selanjutnya disingkat SIPI adalah surat
yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
IUP.

Surat ljin Kapal Pengangkut lkan selanjutnya disingkat SIKPI adalah
surat ijin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
kegiatan pengangkutan ikan.

Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian
ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan hukum.
Retribusi Pelayanan ljin Usaha Perikanan adalah pungutan sebagai
pembayaran atas pelayanan ijin usaha perikanan yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan
hukum.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang
menurut peraturan perundang-undangan. Wajib Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib Retribusi untuk pelayanan ijin usaha perikanan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan
penyediaan tempat pendaratan kapal.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah Buktipembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah di
lakukan dengan menggunakan formulir atau telah di lakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi yang terutang.

Pemeriksaan adalah  serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak



